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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kekerasan dalam  rumah tangga merupakan pelanggaran hal asasi manusia 

dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk 

diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan 

terhadapseseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan 

atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan pelantaran rumah tangga 

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan 

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
1
 

Ketuhanan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram dan 

damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Dengan demikian, 

setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan 

kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh 

kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk 

mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap 

                                                           
1
 Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga No. 23 tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1. 
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orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan 

pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.
2
  

Mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap 

orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan 

pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan 

kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak 

dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga 

sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada 

dalam lingkup rumah tangga tersebut.  

Mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah 

tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, 

dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara RI Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk 

kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi 

manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. 

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 

Negara RI Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang 

Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas 

perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di 

bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman 

                                                           
2
 Peri Umar Faruq, Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, ( Jakarta: JBDK, t.t. ), 1. 
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ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. 

Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan 

bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk 

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan 

keadilan”.
3
 

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, 

psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga 

dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam 

rumah tangga. Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau 

tersubordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan 

dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga.
4
 

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi ditengah 

masyarakat sungguh sangat memprihatinkan. Hal tersebut banyak dijumpai dan 

yang dapat dilihat dalam masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal maupun 

yang dapat kita baca di media cetak atau di media elektronik, tidak jarang yang 

menjadi korban dari kekerasan tersebut adalah istri/perempuan. Memunculkan 

anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah. Ketidakadilan terhadap 

perempuan ini terutama dapat dilihat dari adanya kekerasan dalam rumah tangga 

(KDRT) tetapi meski banyak terjadi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga 

                                                           
3
 Ibid., 2. 

4
 Ibid., 2. 
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(KDRT) angka di lapangan tidak bisa menunjukkan semuanya, atau tidak dapat 

diketahui secara jelas apakah adanya peningkatan dalam setiap tahunnya tentang 

tindakan kekerasan dalam rumah tangga.
5
 

Timbulnya berbagai permasalahan dalam rumah tangga bisa hanya berupa 

pertengkaran kecil. Akan tetapi ketika hal tersebut tidak segera diselesaikan akan 

bisa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga 

merupakan hal yang buruk dalam keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga yang 

dikenal dengan istilah KDRT ini mempunyai berbagai bentuk kekerasan dalam 

rumah tangga. Bentuk-bentuk KDRT diantaranya; kekerasan fisik, psikologis, 

seksual, dan ekonomi.
6
 

Perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki‐laki mempengaruhi 

kehidupan perempuan dan laki-laki baik secara langsung maupun tidak langsung di 

masyarakat. Menurut teori bias gender kedudukan yang terpenting bagi perempuan 

dalam keluarga adalah sebagai istri dan ibu yang mengatur jalannya rumah tangga 

serta memelihara anak. Untuk menjalankan tugas sebagai istri dan ibu diharapkan 

perempuan dapat memasak, menjahit, memelihara rumah serta melahirkan. 

Sebaliknya, menurut ideologi ini kedudukan laki-laki yang terpenting dalam suatu 

keluarga adalah sebagai seorang suami yang bertanggung  jawab sebagai pencari 

nafkah utama dalam keluarga. Karena tugasnya sebagai pencari nafkah sering 

                                                           
5
 Nofarina, (Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilihat Dari Aspek Viktimologi Dan Hukum Pidana), 

Jurnal Ilmiah (2012), 3. 
6
 Aroma Elmina Marta, Perempuan, Kekerasan dan Hukum, (Yogyakarta: UII Press, 2003), 35-37. 
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seorang suami tidak peduli dan tidak mau tahu dengan urusan rumah tangga, sebab 

dia merasa sudah memberi uang untuk jalannya roda rumah tangga
7
 

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi, karena masih adanya pemahaman 

yang keliru mengenai bias gender, di mana seorang perempuan harus tunduk 

kepada laki‐laki, hal itu mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. 

Bias gender juga menekan kaum perempuan untuk menjadi submisif dan 

menerima semua bentuk perilaku tidak adil yang lebih mengedepankan hak sosial 

atau orang lain dari pada hak pribadi. Pada umumnya bias gender juga 

menempatkan perempuan pada posisi lemah, sehingga membuat laki‐laki lebih 

dominan dalam sistem keluarga dan masyarakat, hal ini sangat merugikan 

perempuan sehingga perempuan lebih sering mengalami kekerasan.
8
 

Adapun dasar hukum kekeasan dalam rumah tangga terdapat dalam Surah 

Annisa: 34, Allah Berfirman :
9
 

غُوا  تِي تَخَافُونَ  نُشُوزَهُن   فَعِظوُهُن   وَاهْجُرُوهُن   فِي الْمَضَاجِعِ  وَاضْربِوُهُن   فإَِنْ  أَطَعْنَكُمْ  فَلَ  تَ ب ْ وَالل 
 عَلَيْهِن سَبِيلً  إِن   الل هَ  كَانَ  عَلِيًّا كَبِيرًا

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyunya, maka nasehatilah mereka 

dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian 

jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk 

menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. 

                                                           
7
 Anugriaty Indah Asmarany, (Bias Gender Sebagai Prediktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga)  

Jurnal Psikologi (t.t.), 4. 
8
 Ibid., 5. 

9
 Kementrian Agama RI, Al Qur’an dan Tafsirnya, (Jakarta : Widya Cahaya, 2011), 161. 
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Dalam ayat di atas disebutkan cara yang dilakukan untuk menasehati istri 

yang nusyu (tidak taat) adalah menasehatinya dengan baik. Kalau nasihat itu tidak 

berhasil, maka suami mencoba berpisah tempat tidur dengan istrinya, dan kalau 

tidak berubah juga, barulah memukul dengan pukulan yang tidak mengenai muka 

dan tidak meninggalkan bekas.
10

 

Ar-Razi menjelaskan pula dalam tafsirnya, bahwa melakukan itu hendaklah 

dengan cara bertingkat. Mulanya diajari baik-baik, tingkat kedua barulah memisah 

tidur, dan tingkat ketiga barulah memukul. Tidak boleh dimulai dengan memukul 

terlebih dahulu.
11

 

Ibnu Abbas memberikan tafsir: ”Pukullah, tetapi jangan yang menyebabkan 

dia menderita”. Atha’ berkata: “Pukullah dengan sikat (Siwak)”
12

, lalu jumhur 

ulama fikih menjelaskan: “Jangan sampai melukai, jangan sampai patah tulang, 

jangan berkesan dan jauhi memukul muka, karena mukalah kumpulan segala 

kecantikan. Dan hendaklah berpisah-pisah pukulan itu, jangan hanya di satu 

tempat, supaya jangan menyakiti benar”.  Bahkan ada pula ahli fikih berkata: 

“Pukul saja dengan tangan yang diselubungi saputangan jangan dengan cambuk 

dan jangan dengan tongkat”.
13

 

                                                           
10

 Ibid., 163. 
11

 Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz V, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004), 65. 
12

 Ibid. 
13

 Ibid. 
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Setelah itu para suami diberi peringatan, bila istri sudah kembali taat 

kepadanya, jangan lagi si suami mencari-cari jalan untuk menyusahkan istrinya, 

seperti membongkar-bongkar kesalahan-kesalahan yang sudah lalu, tetapi bukalah 

lembaran hidup yang baru  yang mesra  dan melupakan hal-hal yang sudah lalu. 

Bertindaklah dengan baik dan bijaksana. Karena Allah Maha Mengetahui dan 

Maha besar.
14

 

Memperlakukan istri beda sekali dengan memperlakukan pria. Karena istri 

diciptakan dari tulang rusuk dan sifatnya seperti itu pula. Dari Abu Hurairah ra. 

Rasulullah saw. bersabda ; 

 ذَهَبْتَ  فَإِنْ  ، أَعْلَهُ  الض لَعِ  فِى شَىْء   أَعْوَجَ  وَإِن   ، ضِلَع   مِنْ  خُلِقَتْ  الْمَرْأَةَ  فإَِن   ، سَاءِ باِلن   اسْتَ وْصُوا
باِلن سَاءِ  فاَسْتَ وْصُوا ، أَعْوَجَ  يَ زَلْ  لَمْ  تَ ركَْتَهُ  وَإِنْ  ، كَسَرْتَهُ  تقُِيمُهُ   

Berbuat baiklah pada para wanita. Karena wanita diciptakan dari tulang 

rusuk. Yang namanya tulang rusuk, bagian atasnya itu bengkok. Jika engkau 

mencoba untuk meluruskannya (dengan kasar), engkau akan mematahkannya. Jika 

engkau membiarkannya, tetap saja tulang tersebut bengkok. Berbuat baiklah pada 

para wanita. (HR. Bukhari no. 3331 dan Muslim no. 1468)
15

 

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan memaparkan catatan tahunan tentang 

kekerasan terhadap perempuan menunjukkan peningkatan jumlah kasus secara 

konsisten dan signifikan. Alasan lainnya adalah KDRT memiliki keunikan 

                                                           
14

 Kementrian Agama RI, Al Qur’an dan Tafsirnya…, 163. 
15

 Imam Abi Zakariyah Yahya Bin Syaraf Al Nawawi, Syarah Shahih Muslim, (Damaskus, Maktabah 

Taufiqiah), Juz IX, 57. 
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dankekhasan karena kejahatan ini terjadi dalam lingkup rumah tangga dan 

berlangsung dalam hubungan personal yang intim, yaitu antara suami dan istri, 

orang tua dan anak atau antara anak dengan anak atau dengan orang yang bekerja 

di lingkup rumah tangga yang tinggal menetap. KDRT yang terjadi antara suami 

istri dilandasi oleh hubungan dalam lembaga perkawinan yang di atur pula oleh 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. Kedudukan pelaku dan korban yang sedemikian ini 

menyebabkan KDRT masih dipandang sebagai bagian dari hukum privat sehingga 

penyelesaian kasus ini lebih sering diarahkan untuk damai atau diselesaikan secara 

internal keluarga.
16

 

Lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 

merupakan keharusan bagi Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi 

beberapa konvensi internasional tentang perempuan, seperti Anggota Konvensi 

CEDAW (Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against 

women) atau Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 

Terhadap Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Undang-

Undang PKDRT memiliki nilai strategis bagi upaya penghapusan kekerasan 

terhadap perempuan. Pertama, dengan diundangkannya UU PKDRT akan 

menggeser isu KDRT dari isu privat menjadi isu publik. Dengan demikian 

diharapkan dapat meruntuhkan hambatan psikologis korban untuk mengungkap 

                                                           
16

 Hamidah Abdurrachman, (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban), Jurnal Hukum, (t.t.), 2. 
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kekerasan yang diderita dengan tanpa dihantui perasaan bersalah karena telah 

membuka aib. Kedua, UU KDRT akan memberi ruang kepada negara untuk 

melakukan intervensi terhadap kejahatan yang terjadi di dalam rumah sehingga 

negara dapat melakukan perlindungan lebih optimal terhadap warga negara yang 

membutuhkan perlindungan khusus (perempuan dan anak) dari tindak kekerasan. 

Ketiga, UU PKDRT akan berpengaruh pada percepatan perwujudan kebijakan 

toleransi nol kekerasan terhadap perempuan yang digulirkan pemerintah beberapa 

tahun lalu.
17

 

Data yang diperoleh dari Data Catatan Akhir Tahun 2014 Komisi Nasional 

Anti kekerasan terhadap Perempuan, menunjukkan peningkatan jumlah kasus 

terhadap perempuan sebanyak 20.000 kasus dibandingkan kasus tahun 2013. Akan 

tetapi, penanganan hukum yang diterima korban umumnya belum berperspektif 

gender. Menurut Catatan Akhir Tahun 2014, terdapat 293.220 kasus kekerasan 

terhadap perempuan sepanjang tahun 2014. Sebanyak 68 persen dari kasus tersebut 

adalah kekerasan domestik dan rumah tangga (KDRT) dengan mayoritas korban 

ibu rumah tangga dan pelajar. Bentuk-bentuk kekerasan meliputi penelantaran 

tanggung jawab, penganiayaan jasmani dan psikis, serta pernikahan paksa ataupun 

pernikahan dini.
18

 

                                                           
17

 Ibid., 10. 
18

 http://print.kompas.com/baca/2015/04/27/Laporan-KDRT-Meningkat%2c-Penanganan-Belum-

Optimal diakses pada tanggal 20 april 2016. 

http://print.kompas.com/baca/2015/04/27/Laporan-KDRT-Meningkat%2c-Penanganan-Belum-Optimal
http://print.kompas.com/baca/2015/04/27/Laporan-KDRT-Meningkat%2c-Penanganan-Belum-Optimal
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Kekerasan memang berdampak sangat luas. Melihat dampak yang muncul 

akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, maka serangkaian kegiatan 

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sangat penting untuk 

diimplementasikan secara komprehensif dan dengan baik. Terlebih dengan melihat 

fakta maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga di tengah-tengah masyarakat, 

khususnya terhadap perempuan. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga 

sudah tidak dapat ditawarlagi. Berbagai upaya perlu dilakukan, termasuk upaya 

preventif diantaranya adalah penyebaran informasi atau penyadaran masyarakat 

(kampanye/sosialisasi) mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ini 

bukan sekedar tugas pemerintah semata, tetapi diperlukan pula peran serta 

masyarakat.
19

 

Hadirnya UU PKDRT tentu menjadi harapan besar bagi masyarakat, 

khususnya para perempuan, untuk melawan segala tindak kekerasan dalam rumah 

tangga. Secara keseluruhan UU PKDRT sendiri memuat mengenai pencegahan, 

perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. 

Selain itu juga mengatur secara khusus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga 

dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana 

penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Ketentuan-ketentuan tersebut masih perlu terus diinformasikan kepada masyarakat 

luas, penegak hukum, tenaga medis, relawan pendamping, pekerja sosial serta 

                                                           
19

 Chandra Dewi Puspitasari, (Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)…, 5. 
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pembimbing rohani dalam rangka mewujudkan penghapusan kekerasan dalam 

rumah tangga.
20

 

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

mengenai permasalahan kreteria kekerasan dalam rumah tangga untuk itu 

penelitian di beri judul “Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum 

Positif tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga”. 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi masalah 

Identifikasi masalah menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang 

dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan kemungkinan 

yang dapat diduga sebagai masalah Yaitu:
21

 

1. Kontruksi tentang kekerasan dalam rumah tangga 

2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. 

3. Pandangan hukum Islam tetang kekerasan dalam rumah tangga 

4. Pandangan hukum positif tetang rekerasan dalam rumah tangga 

                                                           
20

 Ibid., 6. 
21

 Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi 

Edisi Revisi IV, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), 8.   
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5. Data tentang kekerasan dalam rumah tangga 

6. Dampak yang ditimbulkan terjadinya larangan kekerasan dalam rumah tangga. 

2. Batasan masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasikan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan hukum positif. 

2. Komparasi antara hukum Islam dan hukum positif  tentang kekerasan dalam 

rumah tangga 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah yang telah 

dipaparkan di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan hukum 

positif ? 

2. Bagaimana  komparasi antara hukum Islam dan hukum positif tentang kekerasan 

dalam rumah tangga?  
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D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah 

pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga tidak terjadi 

pengulangan atau bahkan duplikasi kajian/penelitian yang telah ada.
22

Pada 

dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan 

penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan harapan 

tidak ada pengulangan materi secara mutlak. 

Setelah mengadakan penelaan berbagai skripsi atau karya ilmiah di kalangan 

mahasiswa yang membahas tentang  kekerasan dalam rumah tangga cukup banyak, 

namun dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan 

penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang Studi Komparasi 

antara Hukum Islam dan Hukum Positif tentang  Kekerasan dalam Rumah Tangga. 

Di samping itu ada beberapa judul yang terkait dengan judul penulis 

diantaranya yaitu : 

Farouq Umar (Skripsi).
23

 Dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 terhadap Pemaksaan Hubungan Seksual Suami 

Istri Studi Kasus di Desa Bundeh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang” yang 

ditulis oleh mahasiswa AS (Ahwalul Syasiah) IAIN Sunan Ampel tahun 2013. 

                                                           
22

 Ibid., 9. 
23

 Farouq Umar, ‚Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 terhadap 

Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri Studi Kasus di Desa Bundeh Kecamatan Sreseh Kabupaten 

Sampang’ (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013). 
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Karyanya memuat tentang tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga dimana 

kekerasan tersebut berupa kekerasan fisik terhadap hubungan seksual dalam rumah 

tangga. Perlakuan suami terhadap istri yang meminta istrinya untuk melakukan 

hubungan seksual tanpa adanya kemauan dari pihak istri. Sehingga terjadi 

pemaksaan suami terhadap istrinya dan terjadi pula tidak kekerasan didalam 

hubungan suami-istri tersebut sehingga menimbulkan rasa kesakitan dan 

penganiayaan terhadap istri. 

Nurul Huda (Skripsi)
24

. Dengan judul “Analisis Hukum PN Sidoarjo tentang 

tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2004” yang ditulis oleh mahasiswa Jurusan SJ (Siyasah Jinayah) IAIN 

Sunan Ampel tahun 2005. Karyanya memuat tentang hukuman hakim PN Sidoarjo 

terhadap pelaku tindakan KDRT dimana menurut kisas seperti yang ditimpakan 

pelaku terhadap korban. Namun dalam persidangan terdapat pernyataan bahwa 

korban (SriWahyuni) telah memaafkan pelaku (Suyono). Karena faktanya 

terdapatmaaf dari korban maka pelaku tidak lagi diancam dengan hukuman qisas 

melainkan beralih kepada hukuman diat dan takzir penjara selama 4 Bulan. 

Listia Romdiyah (Skripsi),“Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi 

Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif)”2007.
25

Menyugukan 

perbandingan pandangan hukum Islam dan hukum positif (UU PKDRT) pada 

                                                           
24

 Nurul Huda, ,Analisis Hukum PN Sidoarjo tentang tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004’ (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, 2005). 
25

 Listia Romdiyah, ,Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan 

Hukum Positif’ (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007). 
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masalah kekerasan dalam rumah tangga. Menghasilkan; pertama: Kekerasan 

terhadap istri dalam rumah tangga sebagai tindakan tercela dan dilarang dan 

dikategorikan sebagai tindak pidana sedangkan dalam hukum positif khususnya 

UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dikategorikan sebagai tindakan yang 

dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana yang pelakunya patut dihukum. 

Kedua: Kriteria KDRT menurut Islam dan UU PKDRT hampir sama, perbedaanya 

hanya pada bentuk kekerasan ekonomi menurut Islam dan penelantaran rumah 

tangga menurut UU PKDRT. 

Sejauh penelusuran penyusun dalam penelitian ini telah banyak yang 

membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga. Perbedaan penelitian yang saya 

buat dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian ini secara spesifik 

membandingkan dalil hukum Islam dan hukum positif tentang penghapusan 

kekerasan dalam rumah tangga dalam meninjau kejahatan kekerasan dalam rumah 

tangga yang belum terselesaikan dan seiring waktu semakin beragam bentuk-

bentuknya. Selain menghadirkan sikap dari kedua hukum, penelitian ini juga 

mengulas persamaan dan perbedaan dalam menyikapi kekerasan dalam rumah 

tangga serta berusaha mencari titik temu di antara perbedaan dalam tinjauan 

hukum Islam dan hukum Positif Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Hadirnya 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih wawasan hukum dalam 

menyelesaikan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. 
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E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian yang ingin 

dicapai oleh penelitian dalam skripsi adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan hukum 

positif 

2. Mengetahui komparasi antara hukum Islam dan hukum positif tentang 

kekerasan dalam rumah tangga 

 

F. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna dalam 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Aspek keilmuan (teoretis) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas 

pengetahuan tentang pemahaman komparasi hukum Islam dan hukum positif 

tentang kekerasan dalam rumah tangga serta diharapkan hasil penelitian ini 

menjadi dasar penyusunan penelitian lanjutan yang relevan dengan penelitian 

ini. 
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2. Aspek terapan (praktis) 

Dari sisi praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan 

atau pertimbangan bagi mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum  apabila ada 

masalah yang berkaitan khusus dengan masalah komparasi hukum Islam dan 

hukum  positif tentang kekerasan dalam rumah tangga. 

G. Definisi Operasional 

Berdasarkan judul skripsi yang telah dipaparkan di atas, maka perlu untuk 

mengartikan masing-masing variabel secara tegas dan spesifik dari penelitian yang 

berjudul “Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif  tentang 

Kekerasan dalam Rumah Tangga”. Untuk memperoleh gambaran yang luas dan 

pemahaman yang utuh tentang judul penelitian ini, maka akan dijelaskan sub-sub 

bagian dari judul penelitian ini sebagai berikut : 

1. Hukum Positif    : Peraturan hukum yang berlaku pada 

saat ini atau sekarang untuk masyarakat 

dari suatu daerah tertentu. 

2.  Komparasi   : Membandingkan seberapa besar tingkat 

perbedaan antara satu hal dengan hal 

lainnya. 
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3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Setiap perbuatan terhadap seseorang 

terutama perempuan, yang berakibat 

timbulnya kesengsaraan atau 

penderitaan secara fisik,seksual, dan 

atau penelantaran rumah tangga 

termasuk ancaman untuk melakukan 

perbuatan, pemaksaan, atau 

perampasanunt kemerdekaan secara 

melawan hukum dalam lingkup rumah 

tangga.
26

 

4. Hukum Islam  : Peraturan-peraturan dan ketentuan-

ketentuan yang berkenaan dengan 

kehidupan berdasarkan Alquran, hukum 

syarah.
27

  

 

H. Metode Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

hukum normatif, karna data primer yang di gunakan berupa Undang-Undang 

                                                           
26

 Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga…, pasal 1 
27

 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Cet I 217. 
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tentang kekerasan dalam rumah tangga agar penelitian ini tersusun dengan benar, 

maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Jenis dan pendekatan penelitian. 

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif melalui studi kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini. 

2. Data yang dikumpulkan. 

Dalam pelaksanaan penelitian ini dikumpulkan data yang sesuai dengan 

kebutuhan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini antara lain; 

a. Kekerasan dalam rumah rangga menurut hukum Islam dan hukum positif 

b. Komparasi antara hukum Islam dan hukum positif tentang kekerasan dalam 

rumah tangga 

3. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.
28

Untuk 

mendapat data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan dua 

sumber data antara lain: 

a. Sumber data primer yaitu sumber data yang sifatnya penting dan 

memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan 

                                                           
28

 Suharnisi Arikunto, Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172. 
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berkaitan dengan penelitian.
29

Dengan tujuan menunjang penjelasan data primer 

antara lain:   

1) Kitab Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT 

2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan 

3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan 

oleh peneliti yang merupakan hasil penelitian dari sumber-sumber yang telah 

ada.
30

Dengan tujuan menunjang penjelasan data primer antara lain: 

1) Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, Peri Umar Faruq 

2) Perempuan, Kekerasan dan Hukum, Aroma Elmina Marta 

3) Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban, 

Hamidah Abdurrachman 

4) Kekerasan dalam Rumah Tangga dilihat dari Aspek Viktimologi dan 

Hukum Pidana, Nofarina 

5) Membumikan Hukum Pidana Islam, Topo Santoso 

 

                                                           
29

 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 116. 
30

 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 19. 
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4. Teknik pengumpulan data. 

Dalam penelitian kepustakaan ini, pengumpulan data dilakukan 

penulismelalui teknik dokumentasi. Dengan teknik ini, penulis melakukan 

penelaahan bacaan yang sesuai dengan objek penelitian yakni ketentuan hukum 

kekerasan dalam rumah tangga tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga. 

5. Metode analisis data. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir deduktif yakni dengan 

mengungkapkan ketentuan dalam hukum positif, kemudian menjelaskan 

ketentuan hukum kekerasan dalam rumah tangga, serta kemudian analisis 

hukum Islam dan hukum positif Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah 

Tangga. 

I.  Sistematika Penulisan 

Dalam setiap pembahasan suatu masalah sistematika pembahasan merupakan 

aspek terpenting karena sistematika pembahasan ini dimaksud untuk 

mempermudah bagi pembaca dalam mengetahui alur pembahasan yang terkandung 

dalam skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 

lima bab. Adalah sebagai berikut: 
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Bab pertama, membahasa tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, 

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan.  

Bab kedua, merupakan bab yang berisi tentang kontruksi kekerasan dalam 

rumah tangga meliputi pengertian kekerasan dalam rumah tangga, dasar hukum 

kekerasan dalam rumah tangga, ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga, 

bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, faktor-faktor penyebab kekerasan 

dalam rumah tangga, cara penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, dan 

solusi mengatasi kekerasan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam.  

Bab ketiga, merupakan uraian tentang kekerasan dalam rumah tangga 

prespektif  Hukum positif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga dengan adanya uraian ini akan menjadi 

jelas sumber pokok atau obyek yang diteliti. 

Bab keempat, merupakan bab yang berisi tentang analisis  hukum Islam dan 

hukum positif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam 

rumah tangga .  

Bab kelima, berupa penutup yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini 

dan saran-saran. 

 


